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BAB II 

PERNIKAHAN DALAM KONSEP YURIDIS DAN HUKUM ISLAM 

 

A. Pengertian Pernikahan 

  Kata “nikah “ berasal dari bahasa Arab  ٌنِكَاح yang merupakan 

masdar atau asal dari kata kerja نكح. Sinonimnya زوج kemudian 

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perkawinan. Kata ”nikah” 

telah dibakukan menjadi bahasa Indonesia. Oleh karena itu, secara sosial, 

kata pernikahan dipergunakan dalam berbagai upacara perkawinan. Di 

samping itu, kata “Pernikahan” lebih etis dan agamis dibandingkan dengan 

kata “perkawinan”. Kata “perkawinan” lebih cocok untuk makhluk selain 

manusia.1 

  Perkawinan atau pernikahan dalam literatur berbahasa Arab 

disebut dengan dua kata, yaitu nikah atau zawaj. Kedua kata ini yang 

terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam 

Al-Qur’an dan hadis Nabi.2 Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-Qur’an 

dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa’ ayat 3: 

 

الْيَتَامَى فاَنْكِحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثـْنىَ وَثُلاَثَ وَربُاَعَ فإَِنْ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُـقْسِطوُا فيِ 

 خِفْتُمْ أَلاَّ تَـعْدِلُوا فَـوَاحِدَةً 
 

 

                                                           
1 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 10. 
2 Amir Syarifuddin, et al., Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan 
Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2011), 35. 
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Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-
hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), 
maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, 
tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat 
berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.”(Qs. An-Nisa’: 3)3 

 
Demikain pula banyak terdapat kata za-wa-ja dalam Al-Qur-an dalam 

arti kawin, seperti pada surat Al-Ah{z>ab ayat 37: 

هَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لاَ يَكُونَ عَلَى الْمُ   أدَْعِيَائهِِم ؤْمِنِينَ حَرجٌَ فيِ أزَْوَاجِ فَـلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنـْ

Artinya: “Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya 
(menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak 
ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri 
anak-anak angkat mereka...” (Qs. Al-Ah{z>ab: 37)4 

 
Menurut bahasa, kata “nikah” berarti az{-z{ammu wa at-tada>h{ul 

(bertindih dan memasukkan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan 

az}-z{ammu wa al-jam’u (bertindih dan berkumpul). Menurut istilah ilmu fiqh, 

nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengadung kebolehan melakukan 

hubungan seksual dengan memakai lafaz “nikah” dan “tazwij”. Nikah atau 

jima’, sesuai dengan makna linguistiknya, berasal dari kata “al-wath”, yaitu 

bersetubuh atau bersenggama. Nikah adalah akad yang mengadung 

pembolehan untuk berhubungan seks dengan lafaz “an-nikah” atau “at-

tazwij”, artinya bersetubuh, dengan pengertian menikahi perempuan makna 

hakikatnya menggauli istri dan kata munakahat diartikan saling menggauli.5 

Nikah adalah suatu akad bergaul antara seorang laki-laki dan seorang 

perempuan yang saling menolong di antara keduanya serta menentukan batas 

                                                           
3 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya Special for Women (Jakarta: Lajnah 
Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2005), 77. 
4 Ibid., 423. 
5 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat..., 10-11. 
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hak dan kewajiban di antara keduanya. Sehubungan dengan itu, Abu Zahrah 

mengemukakan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan 

hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita, saling membantu, yang 

masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi menurut 

ketentuan syariat.6 

Rumusan pengertian di atas mengandung definisi yang pertama, yaitu 

kebolehan hubungan seksual, juga menyiratkan bahwa perkawinan 

mengadung aspek hukum aspek ta’awun (gotong-royong). Akibatnya, pelaku 

perkawinan dihadapkan kepada tanggung jawab serta hak-hak yang 

dimilikinya. Dari definisi terakhir itu, tampak bahwa esensi perkawinan 

tidak dititikberatkan kepada masalah biologis semata, melainkan adanya 

suatu kewajiban untuk menciptakan pergaulan yang harmonis yang diliputi 

rasa sayang menuju cita-cita bersama.7 

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, 

perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagi dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.8 

Sedangkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan menurut hukum 

Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mis\a>qan ga>lid{an 

untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.9 

 

                                                           
6 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat..., 13. 
7 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat.., 13-14. 
8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1. 
9 Kompilasi Hukum Islam Pasal 2. 
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B. Asas dan Prinsip Pernikahan 

Yang dimaksud dengan asas dan prinsip di sini adalah ketentuan 

perkawinan yang menjadi dasar dan dikembangakan dalam materi batang 

tubuh dari UU ini. Jika disederhanakan, asas perkawinan itu menurut 

Undang-undang No. 1 Tahun 1974, ada enam:10 

1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. 

2) Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan 

kepercayaan masing-masing. 

3) Asas monogami. 

4) Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa dan raganya. 

5) Mempersulit terjadinya perceraian. 

6) Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang. 

Asas-asas hukum perkawinan Islam menurut Hukum Islam dan 

peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku bagi orang 

Islam di Indonesia terdiri atas tujuh asas, yaitu: asas personalitas 

keislamanan, asas persetujuan, asas kebebasan memilih pasangan, asas 

kesukarelaan, asas kemitraan suami istri, asas monogami terbuka, dan asas 

untuk selama-lamanya.11 

Dalam pendapat lain, menurut Muhammad Idris Ramulyo, asas 

perkawinan menurut Hukum Islam, ada 3 (tiga) asas yang harus diperhatikan 

yaitu: 1) asas absolut abstrak, 2) asas selektivitas dan legalitas. Asas absolut 

                                                           
10 Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 8. 
11 Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum 
Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 94-106. 
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abstrak, ialah suatu asas dalam hukum perkawinan di mana jodoh atau 

pasangan suami istri itu sebenarnya sudah sejak dulu  sudah ditentukan oleh 

Allah atas permintaan manusia yang bersangkutan, asas selektivitas, adalah 

suatu asas dalam suatu perkawinan di mana seseorang yang hendak menikah 

itu harus menyeleksi lebih dahulu dengan siapa ia boleh menikah dan dengan 

siapa ia tidak boleh menikah. Asas legalitas ialah suatu asas dalam 

perkawinan, wajib hukumnya dicatatkan.12 

 

C. Peminangan 

Kata khitbah (الخطبة) adalah bahasa Arab yang secara sederhana 

diartikan dengan: penyampaian kehendak untuk melangsungkan pernikahan. 

Lafaz الخطبة merupakan bahasa Arab standar yang terpakai dalam pergaulan 

sehari-hari; terdapat dalam Al-Qur’an sebagaimana dalam firman Allah 

dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 235: 

 وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بهِِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ 

 
Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu 

dengan sindiran”. (Qs. Al-Baqarah:235)13 
 

Menurut Rahmat Hakim, meminang atau khitbah mengandung arti 

permintaan, yang menurut adat adalah bentuk pernyataan dari satu pihak 

kepada pihak yang lain dengan maksud untuk mengadakan ikatan 

pernikahan. Khitbah ini pada umumnya dilakukan pihak laki-laki terhadap 

perempuan. Namun, ada pula yang dilakukan oleh pihak perempuan. Hanya 

                                                           
12 Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 34. 
13 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya..., 38. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

26 
 

saja, cara ini tidak lazim dilakukan dan hanya terjadi pada sistem 

kekeluargaan dari pihak ibu, seperti Minangkabau yang berlaku adat 

meminang dari pihak wanita ke pihak laki-laki.14 Pasal 1 huruf a Kompilasi 

Hukum Islam: 

Peminangan ialah kegiatan-kegiatan upaya ke arah terjadinya 
hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. 
Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 11, peminangan dapat langsung 
dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi 
dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.15 

  
Jumhur ulama mengatakan bahwa khitbah itu tidak wajib, sedangkan 

Daud Az-Zahiri mengatakan bahwa pinangan itu wajib, sebab meminang 

adalah suatu tindakan menuju kebaikan. Walaupun para Ulama mengatakan 

tidak wajib, khitbah hampir dipastikan dilaksanakan, dalam keadaan 

mendesak atau dalam kasus-kasus “kecelakaan”.16 

Memang terdapat dalam Al-Qur’an dan dalam banyak hadis Nabi 

yang membicarakan hal peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas 

dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, 

sebagaimana perintah untuk emngadakan pernikahan dengan kalimat yang 

jelas, baik dalam Al-Qur’an maupun dalam hadis Nabi. Oleh karena itu, 

dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat para ulama yang 

mewajibkannya, dalam arti hukumnya adalah mubah.17 

                                                           
14 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam (Bandung: Pustaka setia, 2000), 47-51. 
15 Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf a dan Pasal 11. 
16 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat.., 146-147. 
17 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia..., 50. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

27 
 

Adapun cara menyampaikan ucapan peminangan ada dalam dua 

cara:18 

a. Menggunakan ucapan yang jelas dan terus terang dalam arti tidak 

mungkin dipahami dari ucapan itu kecuali untuk peminangan seperti 

ucapan: “saya berkeinginan untuk mengawinimu”. 

b. Menggunakan ucapan yang tidak jelas dan tidak terus terang atau 

dengan istilah kinayah yang berarti ucapan itu dapat mengatakan arti 

bukan untuk peminangan, seperti ucapan: “tidak ada orang yang tidak 

senang kepadamu.” 

Perempuan yang belum pernah kawin atau sudah kawin dan telah 

habis pula masa iddahnya boleh dipinang dengan ucapan terus terang dan 

boleh pula dengan ucapan sindiran.19 

Dalam KHI dijelaskan dalam Bab III Pasal 12 ayat (2) sebagai 

berikut: 

Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah 
raj’iyah, haram dan dilarang untuk dipinang. 
   
Dalam ayat (3) dinyatakan bahwa: 
Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria 
lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada 
penolakan dari pihak wanita. 
   
Dalam ayat (4) berbunyi: 
Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang 
putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang 
meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang. 
 

                                                           
18Ibid., 51. 
19 Ibid., et. al., 52. 
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Dengan penjelasan di atas, perempuan yang boleh dipinang adalah 

sebagai berikut:20 

1) Tidak sedang dalam pinangan orang lain; 

2) Tidak sedang dalam masa iddah raj’iyah; 

3) Tidak ada larangan syar’i untuk dinikahi; 

4) Perempuan yang sedang masa iddah karena ditalak ba’in sebaiknya 

dipinang secara rahasia. 

Hubungan antara laki-laki yang meminang dengan perempuan yang 

dipinangnya selama masa antara peminangan dan perkawinan itu adalah 

sebagaimana hubungan laki-laki dan perempuan asing (ajnabi dan ajnabiyah) 

seperti yang dijelaskan dalam Pasal 13 ayat (1) KHI. Oleh karena itu, belum 

berlaku hak dan kewajiban di antara keduanya dan di antara keduanya haram 

melakukan saling melihat sebagaimana haramnya saling melihat di antara 

laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri atau mahramnya.21 

 

D. Rukun dan Syarat Pernikahan 

Rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau 

perbuatan hukum (misal akad perkawinan), baik dari segi para subjek hukum 

maupun objek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau 

peristiwa hukum (akad nikah) ketika peristiwa hukum tersebut berlangsung. 

Rukun menentukan sah atau tidak sahnya suatu perbuatan atau peristiwa 

hukum. Jika salah satu rukun dalam peristiwa atau perbuatan hukum tidak 

                                                           
20 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat.., 147-148. 
21 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia..., 57-58. 
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terpenuhi berakibat perbuatan hukum atau peristiwa hukum tersebut adalah 

tidak sah dan statusnya “batal demi hukum”. Demikian pula menurut ulama 

fikih, bahwa rukun berfungsi menentukan sah atau batalnya perbuatan 

hukum. Suatu perbuatan atau tindakan  hukum dinyatakan sah jika terpenuhi 

seluruh rukunnya, dan perbuatan hukum itu dinyatakan tidak sah jika tidak 

terpenuhi salah satu atau lebih atau semua rukunnya.22 

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam dikemukakan bahwa rukun berasal 

dari bahasa Arab: rakana, yarkunu, ruknan, rukunan, artinya tiang, sandaran, 

atau unsur. Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau 

tidak sahnya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya perbuatan 

tersebut.23 

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun adalah sesuatu yang 

menentukan atau esensi suatu perbuatan, baik rukun itu merupakan bagian 

dari perbuatan itu atau tidak. Misalnya ‘aqid (orang yang berakad), menurut 

jumhur ulama adalah rukun karena menetukan terbentuknya akad, oleh 

karena itu aqid adalah bukan syarat. Menurut kalangan ini, rukun akad ada 

tiga, yaitu orang yang berakad (subjek hukum), hal yang diakadkan (ma’qud 

‘alaih), dan sigah, yaitu ija>b qabu>l.24 Demikian pula dalam hal perkawinan, 

orang yang berakad adalah calon suami dan wali calon istri, hal yang 

                                                           
22 Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam..., 1510. 
23 Ibid., 1510. 
24 Ibid., 1512. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

30 
 

diakadkan atau objek akad nikah halalnya hubungan antara suami istri secara 

timbal balik atau kemitraan, dan sigah adalah ija>b dan qabu>l.25 

Selanjutnya, syarat adalah hal-hal yang melekat pada masing-masing 

unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa 

hukum. Akibat tidak terpenuhinya syarat adalah tidak dengan sendirinya 

membatalkan perbuatan hukum atau peristiwa hukum, namun perbuatan 

hukum atau peristiwa hukum tersebut “dapat dibatalkan”.26 

Berbeda halnya dengan perbuatan hukum di bidang muamalah, 

misalnya dalam munakahat atau perkawinan, antara rukun dan syarat 

perkawinan berakibat hukum yang berbeda dengan perbuatan atau 

pelaksanaan ibadah shalat, zakat, puasa, dan haji. Dalam hukum perkawinan, 

akibat hukum dari tidak terpenuhinya rukun dan syarat berbeda. Jika rukun 

perkawinan tidak terpenuhi, maka akibat hukumnya adalah perkawinan 

tersebut “batal demi hukum”, tetapi jika syarat perkawinan tidak terpenuhi, 

maka perkawinan itu “dapat dibatalkan”.27 Menurut Ensklopedi Hukum 

Islam, syarat bukan merupakan bagian yang terdapat dalam suatu perbuatan, 

tetapi di luar perbuatan.28 

UU perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun 

perkawinan. Undang-undang perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat 

perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan 

dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. KHI secara jelas membicarakan 

                                                           
25 Ahmad Azhar Basyir, et. al., Hukum Perkawinan..., 26. 
26 Neng Djubaidah, et. al., Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat..., 92. 
27 Ibid., 93. 
28 Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam..., 1512. 
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rukun perkawinan sebagaimana terdapat dalam Pasal 14, yang keseluruhan 

rukun tersebut mengikuti fiqh Syafi’iyah dengan tidak memasukkan mahar 

dalam rukun.29 

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:30 

a. Calon suami; 

b. Calon istri; 

c. Wali nikah; 

d. Dua orang saksi; 

e. Ija>b qabu>l. 

Adapun syarat-syarat dari rukun tersebut ialah: 

1. Calon suami 

a) Beragama Islam 

b) Laki-laki normal 

c) Jelas orangnya 

d) Tidak terkena halangan perkawinan 

e) Dapat memberikan persetujuan31 

2. Calon Istri 

a) Beragama Islam 

b) Perempuan (Bukan banci) 

c) Jelas orangnya 

d) Halal bagi suaminya 

                                                           
29 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia..., 61. 
30 Kompilasi Hukum Islam Pasal 14. 
31 Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), 71. 
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e) Tidak dipaksa 

f) Tidak sedang dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa 

iddah. 

g) Tidak sedang ihram, haji dan umroh32 

3. Wali nikah 

a) Laki-laki 

b) Dewasa 

c) Mempunyai hak atas perwaliannya 

d) Tidak terkena halangan untuk menjadi wali33 

4. Dua orang saksi 

a) Minimal dua orang laki-laki 

b) Beragama Islam 

c) Dewasa 

d) Mengerti maksud akad perkawinan 

e) Hadir pada saat Ija>b qabu>l berlangsung34 

5. Sighat Ija>b qabu>l 

a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali 

b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria 

c) Memakai kata nikah, tazwij, atau terjemah dari kata tersebut 

d) Antara Ija>b dan qabu>l bersambungan 

                                                           
32 Abd. Rahmad Ghazaly, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 54-
55. 
33 Ahmad Rafiq, Hukum Islam di..., 71. 
34 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Yogyakarta: Liberty, 
2007), 45. 
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e) Antara Ija>b dan qabu>l jelas maksudnya 

f) Orang yang berkait dengan Ija>b dan qabu>l tidak sedang ihram 

haji atau umrah 

g) Majelis Ija>b dan qabu>l itu harus dihadiri minimal empat orang 

yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai 

wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi35  

Adapun syarat-syarat perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 ada dalam Bab II Pasal 6, sebagai berikut:36 

1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon 
mempelai. 

2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 
umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang 
tua. 

3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal 
dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan 
kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup 
diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua 
yang mampu menyatakan kehendaknya. 

4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam 
keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka 
izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga 
yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke 
atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat 
menyatakan kehendaknya. 

5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang 
disebut adalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang 
atau lebih diatara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka 
Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan 
melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat 
memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang 
tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini. 

6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini 
berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan 
kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan 
lain. 

                                                           
35 Ahmad Rafiq, Hukum Islam di..., 72. 
36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 6. 
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Kemudian dalam KHI di jelaskan syarat-syarat secara rinci mengenai 

masing-masing rukun nikah, sebagai berikut: 

1. Calon Mempelai 

a) Mencapai umur yang telah ditetapkan dalam UU Perkawinan, 

sekurang-kurangnya 19 tahun untuk calon suami dan 16 tahun 

untuk istri. 

b) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun 

harus mendapat izin sebagaimana dalam pasal 6 ayat (2), (3), 

(4), dan (5) UU Perkawinan. 

c) Didasarkan persetujuan kedua calon mempelai. Bentuk 

persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan 

tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, isyarat tapi dapat juga 

berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. 

d) Pegawai Pencatat Nikah menanyakan persetujuan dihadapan 

dua saksi nikah. Bila ada salah satu calon mempelai yang tidak 

setuju, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Bagi calon 

mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu 

persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang 

dapat dimengerti. 

e) Tidak ada halangan nikah yang telah diatur dalam Bab VI 

KHI.37 

 

                                                           
37 Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 sampai Pasal 18. 
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2. Wali Nikah 

a) Memenuhi syarat hukum Islam (muslim, aqil, baligh). 

b) Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. 

c) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan 

kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok 

yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan 

calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki 

garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan 

seterusnya. Kedua, kerabat saudara laki-laki kandung atau 

saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. 

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki 

kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. 

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara 

laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. 

d) Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak 

memenuhi syarat sebagi wali nikah atau karena menderita tuna 

wicara, tuna rungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali 

bergeser kepada wali nikah yang lain menurut drajat 

berikutnya. 

e) Wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah apabila wali 

nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau 

tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau 
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enggan ( dalam hal ini setelah ada keputusan Pangadilan Agama 

tentang wali tersebut).38 

3. Saksi Nikah 

a) Dua orang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu 

ingatannya, dan tidak tuna rungu atau tuli. 

b) Harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta 

menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad 

nikah dilangsungkan.39 

4. Akad Nikah 

a) Ija>b dan qabu>l antara wali dan calon mempelai pria harus jelas 

beruntun dan tidak berselang waktu. 

b) Dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang 

bersangkutan atau wali nikah mewakilkan kepada orang lain. 

c) Yang berhak mengucapkan qabu>l adalah mempelai pria secara 

pribadi. Dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan 

calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis 

bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk 

mempelai pria. Namun, apabila calon mempelai wanita atau 

wali keberatan dengan perwakilan tersebut, maka akad nikah 

tidak boleh dilangsungkan.40 

 

                                                           
38 Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 sampai Pasal 23. 
39 Kompilasi Hukum Islam Pasal 24 sampai Pasal 26. 
40 Kompilasi Hukum Islam Pasal 27 sampai Pasal 29. 
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E. Mahar dan Walimah 

a. Mahar 

Dalam bahasa Arab, mahar (مهر) adalah bentuk mufrad, sedang 

bentuk jamaknya adalah مهور yang secara etimologi berarti maskawin.41 

Sedangkan menurut Imam Ibn Al-Qasim, mahar disebut juga dengan 

istilah s}adaq yang secara etimologi berarti sebutan suatu benda yang 

wajib diberikan sebab adanya nikah.42 Benda diberikan itu disebut s}adaq 

karena memberikan kesan bahwa pemberi sesuatu itu benar-benar 

menunjukkan rasa cinta dengan ditandai adanya pernikahan.43 

Menurut Sayyid Sabiq, mahar adalah pemberian wajib dari suami 

pada istri sebagai jalan yang menjadikan istri berhati senang dan rid}a 

menerima kekuasaan suaminya pada dirinya.44 

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan pula definisi mahar dalam 

ketentuan umum Pasal 1 huruf d: 

 
Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon 
mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang 
tidak bertentangan dengan hukum Islam.45 

 
Apabila diperhatikan pengertian-pengertian tentang mahar di 

atas maka  dapat disimpulkan bahwa mahar adalah harta yang diberikan 

oleh suami kepada istri sebagai pemberian wajib dalam ikatan perkawinan 

                                                           
41 Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990), 431. 
42 Ali Ibn Qasim Al-Ghazi, Al-Bajuri Juz II (Surabaya: Dar An-Nasyr Al-Misriyah, tt), 118. 
43 Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malaibary, et. al., Fath Al-Mu’in (Surabaya: Al-Hidayah, t.t), 
107. 
44 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah..., 53.  
45 Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf d. 
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yang sah dan merupakan tanda persetujuan serta kerelaan mereka untuk 

hidup sebagai suami istri.46 

Perintah pembayaran mahar ini didasarkan atas firman Allah 

SWT dalam surat An-Nisa>’ ayat 4 yang berbunyi: 

 لَةً فإَِنْ طِبنَْ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَـفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَريِئًاوَآَتوُا النِّسَاءَ صَدُقاَِ�ِنَّ نحِْ 

 
Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu 

nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian 
jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin 
itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian 
itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (Qs. 
An-Nisa>’:4)47 

 
Mengenai status hukum mahar, para ulama berbeda pendapat. 

Menurut Imam Malik mahar merupakan rukun nikah.48 Dan sebagai 

konsekuensinya jika memakai sigat hibah, maka mahar harus disebut 

ketika akad nikah, jika tidak, maka nikahnya tidak sah.49 Sedangkan 

selain Imam Malik dari ketiga Imam maz}hab berpendapat bahwa mahar 

termasuk syarat sahnya nikah, oleh karena itu, tidak boleh diadakan 

persetujuan untuk meniadakannya.50 

Menurut KHI, mahar bukanlah merupakan rukun dan juga bukan 

syarat perkawinan, karena secara eksplisit tidak terdapat pasal yang 

menyatakan perihal tersebut. Dalam Pasal 34 ditegaskan bahwa 

                                                           
46 Darmawan, Eksistensi Mahar dan Walimah (Surabaya: Srikandi, 2007), 5-6. 
47 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya..., 77. 
48 Muhammad Ibnu Ahmad, Fath Al-Rahi>m ‘Ala Al-Fiqh Imam Malik (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t), 
34.  
49 Al-Jaziri, Fiqh ‘Ala Al-Madzahib Jilid 4 (Kairo: Muassasah Al-Mukhtar, t.t), 23. 
50 Ibn Rusyd, Bidayah Al-Mujtahid jilid 2 (Surabaya: Al-Hidayat, t.t), 14. 
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kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam 

perkawinan.51 

Kedudukan mahar dalam perkawinan dipertegas pula oleh hadis 

yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi:52 

عَةَ أَنَّ اِمْرَأةًَ مِنْ بَنيِْ فَـزاَرةََ تَـزَوَّجَتْ عَلَى نَـعْلَينِْ  فَـقَالَ رَسُوْلُ االلهِ صَلَّى االلهُ . عَنْ عَامِربِْنِ رَبيِـْ

  .فَأَجَازهَُ : قاَلَ . نَـعَمْ : قاَلَتْ . أرََضِيْتِ مِنْ نَـفْسِكِ وَمَالِكِ بنِـَعْلَينِْ : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
Artinya: “Dari Amir bin Rabi’ah r.a., Sesungguhnya perempuan dari Bani 

Fajarah telah menikah dengan dibayar mahar sepasang sandal, 
lalu Rasulullah SAW bertanya, Apakah engkau relakan dirimu 
dan milikmu dengan sepasang sandal? Jawabnya, Ya, lalu Nabi 
membolehkannya.” (HR. Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majjah, 
Ibnu Majjah mens}ahihkan hadis) 

 
Hadis di atas menujukkan bahwa mahar menjadi kewajiban calon 

mempelai laki-laki, sedangkan jumlah, bentuk, dan jenisnya tidak mutlak, 

melainkan bersifat relatif dan fleksibel, bergantung pada kerelaan calon 

mempelai perempuan. Menurut hadis lain, perempuan yang baik adalah 

yang murah maharnya, tetapi bukan berarti perempuan tidak boleh 

menentukan sendiri maharnya. Jika calon mempelai laki-lakinya termasuk 

orang yang mampu, hal itu tidak ada salahnya. Akan tetapi, bila calon 

mempelai laki-lakinya tidak mampu, hal itu akan mempersulit 

pernikahannya.53 

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 31 dikatakan, penentuan 

mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan 

oleh ajaran Islam. Pasal ini memberikan penjelasan bahwa jumlah yang 

                                                           
51 Beni Ahmad Saebani, et. al., Fiqh Munakahat..., 282. 
52 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah..., 56. 
53 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat..., 286. 
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dianjurkan dari mahar adalah ukuran kesederhanaan, sedangkan 

kesederhanaan bersifat relatif, bergantung pada batas kemampuan dan 

kesanggupan calon mempelai pria.54 

Cara-cara pelaksanaan pembayaran mahar sebagai berikut:55 

a) Mahar dibayar dengan kontan; 

b) Mahar dibayar dengan cara ditangguhkan sampai batas waktu yang 

disepakati; 

c) Mahar dibayar dengan cara dicicil sampai lunas; dan 

d) Mahar dibayar dengan cara pemberian uang muka, sisanya diangsur 

atau sekaligus sesuai perjanjian. 

Mahar itu ada dua macam: Pertama, Mahar yang disebutkan 

bentuk, wujud, atau nilanya secara jelas dalam akad, disebut mahar 

musamma. Inilah mahar yang umum berlaku dalam suatu perkawinan. 

Selanjutnya kewajiban suami memenuhi selama hidupnya atau selam 

berlangsungnya perkawinan. Suami wajib membayar mahar tersebut yang 

wujud atau nilanya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam akad 

perkawinan itu.56 

Kedua, mahar mitsl ialah mahar yang tidak disebut besar 

kadarnya, pada saat ataupun ketika terjadi pernikahan. Bila terjadi 

demikian, mahar itu mengikuti maharnya saudara perempuan pengantin 

                                                           
54 Ibid., 286. 
55 Ibid., 268. 
56 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia..., 89. 
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wanita, bibinya, dan sebagainya.57 Dalam menetapkan jumlah mahar yang 

sepadan (mitsl) hendaknya juga mempertimbangkan kedudukan seseorang 

dalam kehidupannya, status sosial, pihak-pihak yang menikah itu dan 

dapat berbeda dari satu tempat ke tempat lain, dari suatu negara ke negara 

yang lain.58 

b. Walimah 

Walimah secara etimologi bisa berarti al-jam’u artinya 

berkumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul. Walimah juga berasal 

dari kata arab al-walim yang secara etimologi berarti makanan pengantin. 

Menurut Imam AL-Azhuri, walimah adalah al-ijtima’ yang mempunyai 

makna kumpul, karena pada acara itu manusia berkumpul untuk 

mendatangi acara tersebut atau karena kedua suami istri itu berkumpul.59 

Walimah berasal dari kata al-walim, menurut arti terminologi 

adalah segala bentuk makanan yang disediakan dalam pesta 

(hajat/kenduri).60 Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu 

undangan atau yang lainnya. Dalam pengertian masyarakat kita, walimah 

tidak terletak pada hidangannya, tetapi pada keramaiannya walaupun 

tentunya tidak terlepas dari hidangan. Pada sebagian masyarakat (Sunda) 

mengartikan walimah sebagai akad perkawinan itu sendiri.61 

                                                           
57 Al-Hamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 118. 
58 Darmawan, Eksistensi Mahar dan Walimah, 14. 
59 ‘Ali bin Qasim Al-Gazi, Al-Bajuri..., 124. 
60 Zakariyah al-Ansary, Syarqawi’Ala al-Tahrir Juz II (Surabaya: Al-Hidayah Al-Arabiya, t.t) 
275. 
61 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, 91. 
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Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau 

sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau 

sesudahnya. Bisa juga diadakan tergantung adat dan kebiasaan yang 

berlaku dalam masyarakat.62 

Menurut jumhur, mengadakan walimah hukumnya sunnah bukan 

wajib, karena walimah itu adalah pemberian makanan lantaran mendapat 

kegembiraan seperti mengadakan pesta-pesta yang lain. Maka amar 

(anjuran) Nabi dalam hadis adalah amar sunnah, karena di qiyaskan 

kepada amar menganjurkan korban pada hari raya haji dan pesta-pesta 

yang lain.63 

Hadis Nabi SAW: 

للِْعَرْشِ أنََّهُ : صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بُـرَيْدَةَ قاَلَ لُمَّا خَطَبَ عَلِيِّ فَطِمَةٌ قاَلَ رَسُوْلُ االلهِ  لاَبدَُّ

  مِنْ وَليِْمَةٍ 
Artinya: “Dari Baraidah, ia berkata, Ketika ‘Ali melamar Fatimah, 

Rasulullah SAW, bersabda, Sesungguhnya untuk pesta 
perkawinan harus ada walimah (pesta perkawinan).” (HR. 
Ahmad). 

 
Walimah boleh diadakan dengan makanan apa saja sesuai 

kemampuan. Hal itu ditunjukkan oleh Nabi SAW bahwa perbedaan-

perbedaan dalam mengadakan walimah oleh beliau bukan membedakan 

atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan 

dengan keadaan ketika sulit atau lapang.64 

                                                           
62 Darmawan, Eksistensi Mahar dan Walimah, 39. 
63 Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1977), 89. 
64 Darmawan, et. al., Eksistensi Mahar dan Walimah, 42. 
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Untuk menunjukkan perhatian, memeriahkan, dan 

menggembirakan orang yang mengundang, maka hukumnya menghadiri 

walimah adalah wajib. Jadi, apabila sesorang menerima undangan untuk 

menghadiri walimah ia harus datang kecuali kakau ada halanga-halangan 

tertentu yang betul-betul menyebabkan orang itu tidak dapat mendatangi 

undangan walimah tersebut.65 

Adapun wajibnya mendatangi undangan walimah, apabila: 

a. Tidak ada uz}ur syar’i. 

b. Dalam walimah itu tidak ada atau tidak digunakan untuk perbuatan 

munkar. 

c. Yang diundang baik dalam kalangan orang kaya maupun miskin.66 

Dasar hukum wajibnya mendatangi undangan walimah adalah 

hadis Nabi SAW sebagai berikut: 

  ةٍ فَـلْيَأِْ�اَاِذَا دُعِيَ أَحَدُ كُمْ اِلىَ وَلِمَ : قاَلَ  صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أبْنِ عُمَرَأَنْ رَسُوْلُ االلهِ 
 
Artinya: “Dari Ibnu ‘Umar, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, Jika 

salah seorang diantaramu diundang ke walimahan, hendaklah ia 
datangi.” (HR. Bukhari)67 

 
Beberapa hal yang perlu diingat dan diperhatikan baik bagi yang 

menyelenggarakan walimah maupun yang menghadiri walimah supaya 

tindakan itu sesuai dengan nilai-nilai ibadah ialah: 

a. Walimah harus diselenggarakan dengan kemampuan jangan berlebih-

lebihan dan jangan memboroskan hal-hal yang dipandang tidak perlu. 

                                                           
65 Ibid., 43. 
66 Slamet Abidin dan Aminuddin, Fikih Munakahat..., 255. 
67 Abi Abdillah, S}ahih Bukhari Juz III (Surabaya: Al-Hidayah, t.t), 255. 
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b. Menyelenggaran walimah harus dengan ikhlas, jangan mengharap 

sumbangan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. 

c. Tamu-tamu harus disambut dengan rasa hormat dan diterima kasih. 

Jangan membedakan antara yang membawa sumbangan atau yang 

tidak, ataupun antara yang kaya dan yang miskin. 

d. Menyelenggarakan hiburan diperbolehkan, asal tidak bertentangan 

dengan ajaran agama. 

e. Para tamu jangan sampai menolak hidangan yang disuguhkan, kalau 

senang dimakan, kalau tidak senang dibiarkan. 

f. Sebaiknya menyelenggarakan walimah diadakan sekali saja.68 

Dianjurkan menyelenggarakan pesta perkawinan atau walimah 

sebagai wahana (alat) untuk “mengumumkan” kepada masyarakat, bahwa 

antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan telah menjadi 

suami istri yang sah secara syar’i. Oleh sebab itu, walimah ataupun 

upacara perkawinan juga berfungsi sebagai alat untuk menghindari fitnah 

terhadap pasangan suami istri bersangkutan, termasuk menghindari fitnah 

samen leven atau “kumpul kebo” yang sudah sering terjadi di beberapa 

lingkungan masyarakat di Indonesia.69 

Pesta perkawinan atau walimah, menurut Sayyid Sabiq, hukumnya 

sunnah, agar perkawinan itu terhindar dari nikah sirri (nikah yang 

dirahasiakan), yaitu nikah yang dilarang karena tidak memenuhi rukun 

dan syarat perkawinan, selain itu juga untuk menyatakan rasa syukur dan 

                                                           
68 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan..., 62. 
69 Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat..., 146. 
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gembira atas kehalalan hubungan perkawinan yang sah secara syar’i yang 

dikaruniakan Allah SWT kepada pasangan bersangkutan.70 

 

F. Tujuan dan Hikmah Pernikahan 

Ada beberapa tujuan disyariatkannya pernikahan atas umat Islam, di 

antaranya adalah: 

a. Mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakina>h, mawaddah, dan 

rah}mah 

  Ini pun yang tertuang dalam KHI Pasal 3. Untuk memperoleh 

kehidupan yang tenang (sakina>h), cinta (mawaddah), dan kasih sayang 

(rah}mah) dapat tercapai semua tujuan pernikahan sudah terpenuhi. 

Dengan kata lain, tujuan-tujuan pernikahan lain sebagai pelengkap 

untuk memenuhi tujuan utama ini. Tujuan utama ini terdapat dalam 

firman Allah SWT dalam surat Ar-Ru>m ayat 21: 

نَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحمَْةً إِنَّ وَمِنْ آَياَتهِِ أَنْ خَ  هَا وَجَعَلَ بَـيـْ لَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْـفُسِكُمْ أزَْوَاجًا لتَِسْكُنُوا إلِيَـْ

 فيِ ذَلِكَ لآَيَاَتٍ لِقَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ 

 
Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya 
kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan 
dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Qs. Ar-Ru>m: 21)71 

 
 

                                                           
70 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah..., 177. 
71 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya..., 406. 
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b. Mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang 

akan datang dan memenuhi kebutuhan biologis (seks) 

 Hal ini tersirat dalam firman Allah SWT, Surat An-Nisa>’ ayat 1: 

هُمَا  ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ اتَّـقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَـفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ  هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنـْ مِنـْ

 رجَِالاً كَثِيراً وَنِسَاءً 

Artinya:  “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang 
telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya 

Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah 
memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang 
banyak.” (Qs. An-Nisa>: 1)72 

 
  Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri umat 

manusia bahkan juga bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah. Untuk 

maksud itu Allah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat 

mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan 

nafsu syahwat tersebut. Untuk memberi saluran yang sah dan legal bagi 

penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga 

perkawinan.73 

c. Merupakan salah satu sarana Ibadah 

  Pernikahan adalah suatu ibadah, dan berarti pelaksanaan perintah 

Syar’i, merupakan refleksi ketaatan makhluk kepada Khaliknya. Nabi 

Muhammad SAW bersabda:74 

يْنِ فَـلْيَتَّقِ االلهَ فىِ النِّصْفِ اِذَا تَـزَوَّجَ الْعَبْدُ فَـقَدِا سْتَكْمَلَ نِ    الْبَاقِىصْفُ الدِّ
 

Artinya: “Apabila hamba menikah, sempurnalah sebagian agamanya, 
maka bertakwalah kepada Allah akan sebagian yang lain.” 

                                                           
72 Ibid., 77. 
73 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia..., 47. 
74 Rahmad Hakim, Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, 19. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

47 
 

 
  Di samping itu, pernikahan merupakan sunnah (yang dijalani) 

Rasulullah SAW. Sebagai umatnya yang taat, maka sepatutnya 

mengikuti jejak beliau. Pengingkaran terhadap sunnah menyebabkan 

kita terlepas dari kumpulan umat beliau. Banyak hadis yang mengatakan 

hal tersebut, di antaranya: 

  أاَلنِّكَاحُ سُنَّتىِ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتىِ فَـلَيْسَ مِنىِّ 
Artinya:  “Nikah itu adalah sunnahku, barangsiapa yang benci terhadap 

sunnahku, dia bukan umatku.” 
 
d. Menjaga Kehormatan 

  Manusia dan makhluk hidup lainnya sama-sama memerlukan 

pelampiasan terhadap lawan jenisnya. Jadi, dari segi kebutuhan biologis, 

manusia dan hewan mempunyai kepentingan yang sama. Adapun yang 

membedakannya dalam melaksanakan kebutuhan tersebut, manusia 

dituntut untuk mengikuti aturan norma-norma agama, moralitas agama, 

sedangkan hewan tidak dituntut demikian.75 Jadi, pernikahan dilakukan 

untuk membedakan manusia dengan hewan serta demi menjaga 

kehormatan dirinya dimata sesama. 

  Adapun hikmah melakukan pernikahan yaitu sebagai berikut: 

a. Menghindari terjadinya perzinaan; 

b. Menikah dapat merendahkan pandangan mata dari melihat 

perempuan yang diharamkan; 

                                                           
75 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat..., 51. 
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c. Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang diakibatkan 

perzinaan; 

d. Lebih menumbuhkembangkangkan kemantapan jiawa dan 

kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga; 

e. Nikah merupakan setengah dari agama; 

Menurut Idris Ramulyo, hikmah nikah yaitu dapat menimbulkan 

kesungguhan, keberanian, kesabaran, dan rasa tanggung jawab kepada 

keluarga, masyarakat, dan negara. Pernikahan dapat menghubungkan tali 

silaturrahim (persaudaraan) dan kegembiraan dalam menghadapi 

perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan sosial.76 

 

G. Pencatatan Pernikahan 

Pencatatan pernikahan adalah pendataan administrasi perkawinan 

yang ditangani oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dengan tujuan untuk 

menciptakan ketertiban hukum. Dalam kajian Hukum Islam tidak dikenal 

istilah pencatatan perkawinan. Pada masa lampau, bukti adanya pernikahan 

cukup dengan saksi serta walimah untuk menghindari hal-hal yang tidak 

diinginkan. 

Tidak ada satupun dalil dalam Al-Qur’an maupun hadis yang 

menyatakan keharusan adanya pencatatan perkawinan. Akan tetapi, dalam 

kondisi seperti sekarang ini, pencatatan perkawinan merupakan sebuah 

keharusan, karena banyak sekali bahaya yang akan ditimbulkan jika tidak 

                                                           
76 Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, 173. 
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dilakukan pencatatan. Islam menggariskan bahwa setiap bahaya itu sedapat 

mungkin harus dihindari, sebagaimana ungkapan kaidah fiqiyah: 

  شَرْعاً  يُـزاَلُ  الضَّرَرُ 
Artinya: “Bahaya itu menurut syara’ harus dihilangkan.”77 

 
Dalam pandangan Hukum Islam, Pemerintah ataupun penguasa 

dibenarkan membuat segala jenis peraturan terutama mengenai hal-hal yang 

tidak diatur tegas dalam Al-Qur’an dan hadis Nabi SAW sejauh tidak 

bertentangan dengan kedua nas} tersebut. Jadi, ada kewajiban moral bagi 

rakyat untuk menaati pemimpin selam kebijakan tersebut adalah untuk 

kemaslahatan rakyatnya. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami 

bahwa untuk kondisi sekarang, pencatatan perkawinan menjadi sesuatu yang 

sangat mutlak sifatnya. 

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting. Peristiwa 

penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh 

seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, 

pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan 

perubahan status kewarganegaraan. 

Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap 

perkawinan harus dicatat. Tata cara dan tata laksana melaksanakan 

perkawinan dan pencatatan perkawinan juga telah dijelaskan dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan 

                                                           
77 Abdul Wahab Khallaf, ‘Ilmu ‘Us}u>lu Al-Fiqh, Terjemah Faiz El-Muttaqin, Ilmu Ushul Fikih 
(Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 305. 
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yakni sebagai 

berikut: 

(1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan 
perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai 
Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. 

(2) Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan 
perkawinananya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain 
agama Islam, dilakukan oelh Pegawai Pencatat Perkawinan pada 
Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai 
perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. 

(3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan khusus berlaku bagi 
tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang 
berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana 
ditentukan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah 
ini. 
 

H. Batalnya Pernikahan 

Baik istilah fasad maupun istilah batal sama-sama berarti suatu  

pelaksanaan ibadah atau nikah misalnya yang dilaksanakan dengan tidak  

mencukupi syarat atau rukunnya. Ibadah yang tidak sah, baik karena tidak 

lengkap syarat atau rukunnya atau karena ada penghalang (mani') bisa  

disebut akad fasad dan boleh pula disebut akad batal.78 

Kata sah berasal dari bahasa Arab "Sahih" yang secara etimologi 

berarti suatu dalam kondisi baik dan tidak bercacat. Menurut istilah Ushul 

Fiqh kata sah digunakan kepada suatu ibadah atau akad yang dilaksanakan 

dengan melengkapi segala syarat dan rukunnya.79 

                                                           
78 Satria Effendi M. Zein, Probematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis 
Yurisprudensi dengan pendekatan Ushuliyah) (Jakarta: Prenada Media, 2004), 21. 
79 Ibid., 20. 
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Fasad dan batal adalah lawan dari istilah sah, artinya bila mana suatu 

akad tidak dinilai sah berarti fasad atau batal.80 Menurut bahasa fasid berasal 

dari bahasa Arab  yang berarti rusak.81  فسدا, يفسد, فسد  

Andi Tahir Hamid juga berpendapat bahwa suatu perkawinan yang 

tidak memenuhi syarat dan terlanjur dilangsungkan dapat dimohonkan 

pembatalannya (fa>sid).82 Adapun pengertian fasakh nikah menurut pendapat 

Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh As-Sunnah adalah bahwa memfasakh 

nikah berarti membatalkan dan melepaskan ikatan tali perkawinan antar 

suami isteri.83 

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak secara tegas 

menyatakan adanya lembaga nikah al-fa>sid dan nikah ba>t}il, hanya ada pasal-

pasal  yang mengatur  tentang  batalnya  perkawinan  dan  tata  cara 

permintaan pembatalan serta alasan-alasan yang diperbolehkan  mengajukan 

pembatalan nikah saja. Tetapi substansi dalam praktik pembatalan nikah 

yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah karena  adanya kurang rukun dan 

syarat-syarat yang diperlakukan untuk sahnya suatu pernikahan. 

Dengan demikian, secara tersirat dapat diketahui bahwa nikah al-

fa>sid diakui eksistensinya di dalam Undang-undang perkawinan dan 

                                                           
80 Ibid., 20-21. 
81 A.W. Munawir, Kamus Al-Munawir Arab Indonesia Terlengkap (Surabaya: Pustaka Progresif, 
1997), 92 dan 1055. 
82 Andi Tahir Hamid, et. al., Beberapa Hal Baru tentang Peradilan Agama dan Bidangnya 
(Jakarta: Sinar Grafika. 2000), 22. 
83 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Juz VIII, 124. 
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peraturan pelaksanaannya, meskipun tidak secara tegas mengatakan bahwa 

lembaga nikah al-fa>sid merupakan suatu institusi yang berdiri sendiri. 

Hal  ini dapat diketahui dengan banyaknya pasal-pasal dalam kedua 

peraturan  perundang-undangan tersebut menggunakan kata-kata pembatalan 

yang substansinya adalah sama dengan ketentuan yang tersebut dalam nikah 

al-fa>sid dan nikah al-ba>t}il. Ketentuan yang tersebut dalam Undang-undang 

perkawinan dan peraturan pelaksanaannya lebih luas cakupannya yaitu 

meliputi nikah al-fa>sid dan nikah al-ba>t}il, yaitu semua pernikahan yang 

kurang rukunnya menurut syara’ dan pernikahan yang kurang syaratnya 

sebagaimana yang telah ditentukan oleh syara' serta peraturan yang berlaku. 

Oleh karena nikah al-fa>sid tidak disebutkan secara tegas dalam Undang-

undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, maka timbul penafsiran 

yang beragam terhadap nikah yang boleh dibatalkan dan siapa yang 

diperbolehkan mengajukan pembatalan itu serta syarat-syarat sahnya nikah 

itu sendiri. 

Sesuai dengan Pasal 70 KHI beberapa faktor penyebab pembatalan 

perkawinan diantaranya ialah:84 

a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan 
akad nikah karena  sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun 
salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj’i. 

b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili’annya. 
c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi talak 3 

kali olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah 
dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba’da dukhul dari 
pria tersebut dan telah habis masa iddahnya. 

d. Perkawinan dilakukan antara 2 orang yang mempunyai hubungan 
darah semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang  

                                                           
84 Kompilasi Hukum Islam Pasal 70. 
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menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-undang No. 1 
tahun 1974, yaitu: 
1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau 

ke atas. 
2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu 

antara saudara antara seorang dengan saudara orang tua, dan 
antara seorang dengan saudara neneknya. 

3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan 
ibu/ayah tiri. 

4) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak 
sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan. 

e. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan 
dari istri/istrinya. 
 

Sedangkan menurut pasal 71 KHI, suatu perkawinan dapat  

dibatalkan apabila:85 

a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama. 
b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih  

menjadi istri pria lain yang mafqud. 
c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami 

lain. 
d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana 

ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974. 
e. Perkawinan  dilangsungkan  tanpa  wali  atau  dilaksanakan  oleh 

wali  yang tidak berhak. 
f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. 
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